


PTMERINTAII KABT'PATEN KEPULAUAIT YAPEIT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos r 53

Membaca

Menimbang

Mengineat

I(EPUTUSAN
KEPAI.A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMORi 421.2 / 217 12023

Tenteng

IJIN OPERASIONAL SEKOI,AH SWASIA

KEPA]-A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBIIDAYAAN

: a, Ketua Pengelola Sekolah Wilaya1l YPK Kepulau€n Yapen Nomor :
05/Un/PSW-YPK/[/2O23 tan.gg.al 7 Februari 2023 telrta'rg
Mohon Penerbitan Su:rat Izin Operasio al Untlik SD-SD YPK.

: a. bahwa Pendirlik ar adalah usaha sadar dan terencana
b. untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secaia a.ktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiiiki kekuatar spiritual keagamaan, pei€endaliarr
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak Eutia, serta keteraEpilan
yarg diperlukan dirinya, masyamkat, bangsa dan negara;

c. Sekolah Dassr Yayasan Pendidikan Kristen yang selanjutnya
disingkat SD YPK adalah satu bentuk satuan pendidikan pada
jalur pendidikan Foreal yang pendidikan
bagi anat berusia 6 sampai 7 tahun dengan prioritas utama 7
talun;

d. bahwa pendirian sahran l,endidikan merupakan pembukaan
satuan pendidikan bam sebagai upaya nyata pemerataan alGes
pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;

e. behwa setiap satuan pendidikan formal da.rr nonformal yang
didirikan wajib mempemleh iiin Pemerintah atau Pemerirltall
Daera.h;

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentaag Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Tambaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151;

b. Undang-undang R[ Nomor 20 Ta.hun 2003 tentang Sistem
Pendidika-n Nasional;

c. Undarg-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentarlg Pemerintalan
Daerah:

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Iffibaran Negara Republik Indonesia NoEor 4437)
s,ebFg'ih,r1a telah diubah def,rgal Peratura'I Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Ta}Iun 2005 tentang
Perlb€han atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

e- Peraturan PeEerintah Nomor 19 Talrun 2OO5 tentarrg Standar
Nasional Pendidikan;

f. Pemturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Peodsnaai Pendidikra;

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 tEhun 2014 tentang pedoman pendirian,
Ferubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.



Memperhatikaa: Visi, ,nisi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaal
Kabupaten Kepulauan Yapen;

EUII 
'SKATfc[otaPkan :

Memberikan Ijin Operasio[al sekolah kepada :

Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Kecamatan
I<abupaten

SD YPK AIBONDENI
IGmpung Aibondeni
Wonawa
Nepuliarian Yapen

Ketiga

Keempat

Tembusan:
1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di serui
2. Direldorat PembiEan Sekola.h Das€i di Jakarta;
3. Kepaja Badan INSPEKTORAT di Seruii
4. Arsip;

1. SD YPK Aibondeni berada di bawah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaart Kabupaten I(epulausn Yaperu

2. SD YPK Aibondeni wajib melsLsana.kan Kurikulum Nasion€l dan
Kurikulud Muatan Irkal Massr:kan ketentuan yang berlaLu

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Labupatcn Kepulauan Yapen

menyediotan guru dan tenaga kependidikan untuk
diperbanhrkan bila sekolah dan !.ayasan peddidikan I(tisten di
tanah papua tidak dapat memenuhi kebutuhall guru dan tenaga

kependidikan.
4. Biaya yang diperlul<sn seba8ai akibat ditetapkatu,a Keputusan

ini dibebant l1 pada Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ot<afl meEberikan dana
Hibah operasioDal sekolah bila sekolah membutuhtan dan
tersedia anggaran pada APBD Kabupaten Kepuliaua! Yapen.

Masa berlaku izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berla&u 5 tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan
2. Izin operasional peadirian sekolah Swasta ini tidal( boleh

dialihkan pada ]'ayasan dan peyelenggara sekolai swaata lain
3. Apabila yayasaa/penyelenggara sekolah swasta yarg tersebut

dalam ketetapan ini meogalihl€n atau terjadi perubahan
peraturan perundangan )rarlg Eengatun tentang pendirian
sekola,I.., oal<a izin operasional ini dinyatalsn batal dan
perbaharui sesuai keteituan ,€ng berlatu.

IGputosan ilri berlaku sejak taiggal ditetapLan, dau apabila di kemudian
haii terdapat kekeliruan dalafl Keputusan tri, maka al<an dilakukar
perbaikan sebsgaidana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 17 Februari 2023

uu
Muda


